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I. UMUM

Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa setiap orang berhak atas
jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat. Pemerintah mempunyai komitmen
melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program
negara yang bertujuan memberi kepastian pelindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui sistem jaminan sosial
nasional, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang
atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami
kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, pensiun, atau
meninggal dunia.

Untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional dimaksud,
Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tersebut telah ditetapkan 2 (dua) badan
penyelenggara jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program JKN,
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sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program JKK, JHT, JP,
dan JKM.

Sesuai dengan Konvensi International Labour Organization Nomor 102
Tahun 1952, Pemerintah wajib memberikan perlindungan jaminan sosial
yang paripurna bagi warga negaranya, maka perbaikan pelaksanaan
jaminan sosial terus dilakukan. Untuk itu melalui Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dilakukan penyempurnaan
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan
dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja telah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambahkan 1 (satu)
program baru yakni JKP, sehingga secara keseluruhan program jaminan
sosial meliputi JKN, JKK, JHT, JP, JKM, dan JKP. Selanjutnya dalam
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga
telah dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial yang mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
program JKK, JHT, JP, JKM dan JKP.

Landasan pemikiran lahirnya program JKP sebagai akibat tidak
adanya jaminan sosial bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-
hari menggunakan manfaat JHT, sementara pada hakekatnya JHT
merupakan perlindungan sosial pada saat Pekerja/Buruh tidak mampu
bekerja karena memasuki usia tua atau cacat total tetap.

Dalam situasi Pekerja/Buruh mengalami kehilangan pekerjaan tentu
akan berdampak terhadap derajat status sosialnya, khususnya
lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat pada umumnya. Oleh
karena itu, penyelenggaraan JKP bertujuan mempertahankan derajat
kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan
pekerjaan/terkena Pemutusan Hubungan Kerja sehingga akan memotivasi
Pekerja/Buruh untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha
mandiri.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kepesertaan, iuran,
manfaat, penyelenggaraan program JKP yang terintegrasi dalam suatu

sistem yang efektif, sumber pendanaan, dan sanksi administratif.



No. 6649

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak” adalah bahwa dengan mendapatkan
manfaat JKP, Pekerja/Buruh dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidup yang layak saat terjadi risiko Pemutusan
Hubungan Kerja dan berusaha mendapatkan pekerjaan

kembali.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
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Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
[uran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
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Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud “bersedia untuk bekerja kembali” yaitu
bekerja sebagai pekerja penerima Upah atau berusaha
mandiri atau wirausaha.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “cacat total tetap” adalah cacat
yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk
melakukan pekerjaan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
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Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengantar kerja” adalah pegawai
negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan pelayanan antarkerja.
Yang dimaksud dengan “petugas antarkerja” adalah petugas
yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan antarkerja dan
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
pelayanan antarkerja.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asesmen diri atau penilaian diri”
adalah gambaran potensi diri Peserta yang didapatkan melalui
asesmen secara daring atau luring.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “konseling karir” adalah konsultasi
yang diberikan kepada Peserta mengenai informasi dunia
kerja meliputi spesifikasi jabatan dan Pelatihan Kerja yang

dibutuhkan oleh Peserta.
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Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Lembaga Pelatihan Kerja milik
Pemerintah” adalah Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud “masa usia kerja” adalah rentang waktu seseorang
mulai bekerja sampai dengan batas usia menerima manfaat

pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
Manfaat JKP bagi peserta yang bekerja lebih dari 1 (satu)
Pengusaha tetap diberikan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa

usia kerja.
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Pasal 37
Ayat (1)
Ketentuan dalam pasal ini tidak menghilangkan kewajiban
Pengusaha untuk mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai
Peserta dalam program JKP.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.



Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
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